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PROGRAM TAHUNAN

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tahun Ajaran :2019/2020

Kelas/Semester 1 IX/1

Alokasi

Semester Kompetensi Dasar Waktu

Keterangan

Bab1

1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang
merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

2.1 Menunjukkan sikap banggga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-
nilai Pancasila sebagai dasar negara.

3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di
masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa.

Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan
dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai
dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Bab 2

1.2 Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945
Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.

Bab 3

1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara
Republik Indonesia.

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan
kedaulatan negara.

3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

43 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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PROGRAM SEMESTER

Satuan Pendidikan : SMP/MTs Tahun Ajaran 1 2019/2020
Mata Pelajaran . Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas/Semester : IX/1

Bulan

Kompetensi Dasar Agustus | September | Oktober | November | Desember

21341234123 [4]|1]|2(3(4|1]2]|3(4
9 [10(11]1213 15(16|17|18]19 23(24125(26(27

Bab 1

1.1 Mensyukuri perwujudan
Pancasila sebagai dasar
negara yang merupakan
anugerah Tuhan Yang
Maha Esa.
Menunjukkan sikap
banggga akan tanah air
sebagai perwujudan nilai-
nilai Pancasila sebagai
dasar negara.
Membandingkan antara
peristiwa dan dinamika
yang terjadi di masyarakat
dengan praktik ideal
Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan
hidup bangsa.
Merancang dan melakukan
penelitian sederhana
tentang peristiwa dan
dinamika yang terjadi
di masyarakat terkait
penerapan Pancasila
sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa.

Bab 2

1.2 Menghargai isi alinea
dan pokok pikiran yang
terkandung dalam
Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai wujud rasa
syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa
Melaksanakan isi alinea
dan pokok pikiran yang
terkandung dalam
Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.
Mensintesiskan isi alinea
dan pokok pikiran yang
terkandung dalam
Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun
1945
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4.2 Menyajikan hasil sintesis isi
alinea dan pokok pikiran
yang terkandung dalam
Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun
1945.

Bab 3

1.3 Bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas bentuk
dan kedaulatan Negara
Republik Indonesia.
Menunjukkan sikap
bertanggung jawab dalam
mendukung bentuk dan
kedaulatan negara.
Memahami ketentuan
tentang bentuk dan
kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
tahun 1945.
Memaparkan penerapan
tentang bentuk dan
kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
tahun 1945.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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PENGEMBANGAN SILABUS

Satuan Pendidikan ~ : SMP/MTs Tahun Ajaran  : 2019/2020
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas/Semester : IX/1

Kompetensi Inti : 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun,
dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah

Strategi Pembelajaran
Materi Alokasi

Pembelajaran Metode Pengaleman Waktu
Belajar

Kompetensi Dasar Sumber Bahan

Bab 1
11 Mensyukuri . Penerapan . Ceramah. | Mengamati X . Buku paket
perwujudan Pancasila dari . Diskusi. Siswa mengamati pertemuan Pendidikan
Pancasila sebagai masa ke Masa . Tanya materi mengenai masa (..JP) Pancasila dan
dasar negara . Dinamika Nilai- jawab. awal kemerdekaan Kewarganegaraan
yang merupakan Nilai Pancasila Penugasan. | Indonesia. Kelas IX untuk
anugerah Tuhan sesuai dengan ’ 8 ’ Menanya SMP/MTs
K/?:r?ul;\/j[fﬁia]arfa. g erkembangan Siswa bertanya kepada : Bng_ le_irla
ikap bangeea amar{ guru mengenai Pendi Lkan
:lkar? tana%%ﬁr ’ P?r“.’u]l.ld?n beberapa pemikiran iancasﬂa dan
sebagai perwujudan Nllal—Nllal yang menjadikan ewarganegaraan
Pancasila Pancasila sebagai Kelas IX untuk

nilai-nilai Pancasila dalam Berbagai ideologi terbuka. SMP/MTs

sebagai dasar X
negaga. Kehidupan Mengeksplorasi Semester 1.

Membandingkan Siswa mencari

antara peristiwa informasi mengenai
dan dinamika contoh perwujudan
yang terjadi di nilai Pancasila dalam
masyarakat dengan bidang politik hukum.
praktik ideal Mengasosiasi

Pancasila sebagai Siswa mampu

dasar negara dan menganalisis mengenai
pandangan hidup perwujudan nilai-
bangsa. nilai Pancasila dalam

Merancang bidang pertahanan dan
dan melakukan keamanan.

penelitian sederhana
tentang peristiwa
dan dinamika

yang terjadi di
masyarakat terkait
penerapan Pancasila
sebagai dasar negara
dan pandangan

hidup bangsa. . Diskusikan
mengenai

perilaku yang
mencerminkan
nilai-nilai luhur
Pancasila dalam
lingkungan
keluarga, sekolah,
dan masyarakat!

. Buku lain yang
relevan.

Mengomunikasikan
Lakukan tugas berikut
secara kelompok!

1. Bentuklah
kelompok yang
terdiri dari 2-3
siswa!
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Susunlah
kesimpulan diskusi
kelompok kalian
menjadi makalah
dan presentasikan
hasilnya di depan
kelas!

Bab 2

1.2

Menghargai

isi alinea dan
pokok pikiran
yang terkandung
dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai
wujud rasa syukur
kepada Tuhan Yang
Maha Esa
Melaksanakan

isi alinea dan
pokok pikiran
yang terkandung
dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.
Mensintesiskan

isi alinea dan
pokok pikiran
yang terkandung
dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
tahun 1945
Menyajikan hasil
sintesis isi alinea
dan pokok pikiran
yang terkandung
dalam Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
tahun 1945.

1. Makna Alinea
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945

. Pokok Pikiran
Pembukaan
Undang-Undang
dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945

. Sifat Positif
terhadap Pokok
Pikiran dalam
Pembukaan
Undang-Undang
dasra Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945.

. Ceramah.
2. Diskusi.
. Tanya

jawab.

. Penugasan.

Mengamati

Siswa mengamati

materi mengenai makna

alineai pembukaan

UUD 1945.

Menanya

Siswa bertanya

mengenai makna

tiap-tiap alenia dalam

pembukaan UUD 1945.

Mengeksplorasi

Siswa mencari

informasi tentang arti

penting pokok pikiran

pembukaan UUD 1945.

Mengasosiasi

Siswa mampu

menganalisis mengenai

beberapa sikap positif
warga negara yang
perlu dilakukan
terhadap pokok pikiran

UUD 1945.

Mengomunikasikan

Lakukan tugas berikut

secara kelompok!

1. Bentuklah
kelompok yang
beranggotakan 3-5
siswal
Bersama kelompok
kalian, amatilah
sikap positif yang
ditunjukkan
dalam diri pribadi
manusia sebagai
makhluk sosial!
Diskusikan hasil
pengamatan,
kemudian susun
hasilnya menjadi
sebuah kliping!
Kumpulkan kliping
kepada guru untuk
dinilai!

X
pertemuan

(..JP)

1. Buku paket

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas IX untuk
SMP/MTs

. Buku Kerja

Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
Kelas IX untuk
SMP/MTs
Semester 1.

. Buku lain yang

relevan.
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Bab 3
1.3 Bersyukurkepada | 1. Hakikat dan . Ceramah. | Mengamati X 1. Buku paket
Tuhan Yang Maha Teori Kedaulatan| 2, Diskusi. Siswa mengamati pertemuan Pendidikan
Esa atas bentuk dan . Bentuk dan . Tanya materi mengenai (..JP) Pancasila dan
kedaule.ltan Negar'a Prinsip jawab. pengertian kedaulatan Kewarganegaraan
Republik Indonesia. kedaulatan Penugasan, | menurut tokoh-tokoh Kelas IX untuk
Menunjukkan sikap Negara Republik [ gasan- pendukung teori SMP/MTs
bertanggung jawab Indonesia kedaulatan. . Buku Kerja
dalam mendukung . melaksanakan Menanya Pendidikan
bentuk dan Prinsip-Prinsip Siswa bertanya Pancasila dan
lﬁdm;l}?tan. negara. Kedaulatan mengenai beberapa Kewarganegaraan
kefgrlltu:nn?entan sesuai dengan prinsip Indonesia Kelas IX untuk
bentuk dan J Undang-Undang memiliki sebagai SMP/MTs
Kedaulatan negara Dasar Negara negara yang menganut Semester 1.
& Republik kedaulatan rakyat. - Buku lain yang

sesuai Undang- Indonesia Tahun . relevan
Undang Dasar 1945 Mengeksplorasi .

Negara Republﬂ( Siswa mencari
Indonesia tahun informasi mengenai ciri-
1945, ciri yang menunjukkan
Memaparkan bahwa negara kesatuan
penerapan tentang republik indonesia
bentuk dan menganut kedaulatan
kedaulatan negara hukum.

sesuai Undang- Mengasosiasi

Undang Dasar Siswa mampu

Negara Republik menganalisis mengenai

Indonesia tahun pemerintahan

1945. semiparlementer.

Mengomunikasikan

Lakukan tugas berikut

secara kelompok!

1. Buatlah kelompok
dengan jumlah 4
siswal
Amatilah informasi
baik secara
langsung maupun
dari media sosial
tentang berbagai
bukti bahwa
Negara Indonesia
menganut
kedaulatan rakyat
dan hukum!

Tulis hasilnya pada
buku tugas kalian!

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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REKAYASA PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester o IX/1

Tahun/Ajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti:
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

2.1 Menunjukkan sikap banggga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa.

4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait
penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

III. Materi Pembelajaran:
1. Penerapan Pancasila dari masa ke Masa
2. Dinamika Nilai-Nilai Pancasila sesuai dengan Perkembangan Zaman
3. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai Kehidupan.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang dinamika perwujudan Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Persyaratan

Mampu memahami mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa,
dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, serta
perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan.

Kegiatan Inti

Mengamati

Siswa mengamati materi mengenai masa awal kemerdekaan Indonesia.

Menanya

Siswa bertanya kepada guru mengenai beberapa pemikiran yang menjadikan

Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Mengeksplorasi

Siswa mencari informasi mengenai contoh perwujudan nilai Pancasila dalam

bidang politik hukum.

Mengasosiasi

Siswa mampu menganalisis mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam

bidang pertahanan dan keamanan.

Mengomunikasikan

Lakukan tugas berikut secara kelompok!

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 siswa!

2. Diskusikan mengenai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur
Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat!

3. Susunlah kesimpulan diskusi kelompok kalian menjadi makalah dan
presentasikan hasilnya di depan kelas!
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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Satuan Pendidikan : SMP/MTs

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester o IX/1

Tahun/Ajaran : 2019/2020

REKAYASA PEMBELAJARAN

Kompetensi Inti:

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.2

2.2

32

4.2

Menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945

Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

III. Materi Pembelajaran:

1.
2.
3.

Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sifat Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang dasra Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Persyaratan

Mampu memahami mengenai makna alinea pembukaan UUD 1945, pokok
pikiran pembukaan UUD 1945, serta sifat positif terhadap pola pikir dalam
pembukaan UUD 1945.

Kegiatan Inti
Mengamati
Siswa mengamati materi mengenai makna alineai pembukaan UUD 1945.
Menanya
Siswa bertanya mengenai makna tiap-tiap alenia dalam pembukaan UUD
1945.
Mengeksplorasi
Siswa mencari informasi tentang arti penting pokok pikiran pembukaan UUD
1945.
Mengasosiasi
Siswa mampu menganalisis mengenai beberapa sikap positif warga negara
yang perlu dilakukan terhadap pokok pikiran UUD 1945.
Mengomunikasikan
Lakukan tugas berikut secara kelompok!
Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3-5 siswa!
Bersama kelompok kalian, amatilah sikap positif yang ditunjukkan dalam
diri pribadi manusia sebagai makhluk sosial!
Diskusikan hasil pengamatan, kemudian susun hasilnya menjadi sebuah
kliping!
Kumpulkan kliping kepada guru untuk dinilai!

(10,
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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REKAYASA PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMP/MTs
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester o IX/1
Tahun/Ajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti:
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar:

1.3 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara.

3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.

4.3 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.

III. Materi Pembelajaran:
Hakikat dan Teori Kedaulatan
Bentuk dan Prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia
melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

IV. Strategi Pembelajaran

Aspek Life Skill yang

Kegiatan Dikembangkan

Pendahuluan

Motivasi

Memotivasi pentingnya memahami tentang kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Persyaratan

Mampu memahami tentang hakikat dan teori kedaulatan, bentuk dan prinsip
kedaulatan Negara republik Indonesia, serta melaksanakan prinsip-prinsip
kedaulatan sesuai dengan UUD 1945.

Kegiatan Inti

Mengamati

Siswa mengamati materi mengenai pengertian kedaulatan menurut tokoh-tokoh

pendukung teori kedaulatan.

Menanya

Siswa bertanya mengenai beberapa prinsip Indonesia memiliki sebagai negara

yang menganut kedaulatan rakyat.

Mengeksplorasi

Siswa mencari informasi mengenai ciri-ciri yang menunjukkan bahwa negara

kesatuan republik indonesia menganut kedaulatan hukum.

Mengasosiasi

Siswa mampu menganalisis mengenai pemerintahan semiparlementer.

Mengomunikasikan

Lakukan tugas berikut secara kelompok!

1. Buatlah kelompok dengan jumlah 4 siswa!

2. Amatilah informasi baik secara langsung maupun dari media sosial tentang
berbagai bukti bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat dan
hukum!

Tulis hasilnya pada buku tugas kalian!
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, siswa:
1. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui
2. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.
III. Penutup
1. Bersama-sama dengan siswa, guru membuat rangkuman atau kesimpulan
pelajaran.
2. Siswa memberikan umpan balik yang disampaikan guru.
3. Guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa.

Media Pembelajaran
Bagan, gambar-gambar, internet.

. Penilaian
A. Jenis tagihan
Ulangan, tugas, kuis
B. Tindak lanjut
Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 65% atau lebih.
1.  Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%.
2. Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%.

. Sumber Bacaan
1. Buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs
2. Buku Kerja Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX untuk SMP/MTs Semester 1.
3. Buku lain yang relevan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
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A.

KunciJawaban )

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas IX SMP/MTs Semester Ganjil

Bab 1
Dinamika Perwujudan Pancasila
sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa

Tugas Mandiri

1.

Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai
konsepsi politik yang substansinya belum mampu
diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung
dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara
maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat
yang hapal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami
makna sesungguhnya. Pada masa Reformasi, Pancasila
sebagai reinterprestasi, yaitu Pancasila harus selalu di
interprestasikan kembali sesuai dengan perkembangan
zaman, berarti dalam menginterprestasikannya harus
relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai
dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi
dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi
leberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila
keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat,
melainkan suara terbanyak (voting). Sehingga penerapan
Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan
sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin
stabilitas pemerintahan.

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui
masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968.
Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik
Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah
untuk melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam
setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden
Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dianggap
sebagai sesosok yang mampu mengeluarkan bangsa ini
keluar dari keterpurukan. Beliau berhasil membubarkan
PKI dan berhasil menciptakan stabilitas keamanan
negeri. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar
kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru
di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud.
Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif
dari kehidupan politik Indonesia. Dalam perjalanan
politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden
merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.
Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama
lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur
(DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat
infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).
Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah
legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti
Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak
Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia.
Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pafica
berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila
merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa
dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila pada masa Reformasi tidaklah jauh berbeda
dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde
Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi.

Tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah
yang sangat besar dan sulit untuk di tuntaskan. Pada masa
ini korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara
yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka
justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar
dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta
tersenyum seperti artis yang baru terkenal. Selain KKN,
globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia Karen
semakin lama ideologl Pancasila tergerus oleh ideologl
liberal dan kapitalis. Apalagi tantangan pada masa ini
bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

B.

Dinamika Nilai-Nilai Pancasila Sesuai dengan
Perkembangan Zaman

Tugas Mandiri

1.

3.

Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan. Nilai-
nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di
dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai
yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan
terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bidang Politik: Pancasila mengandung nilai-penting
penting seperti bermusyawarah dalam menentukan
keputusan

Karl Marx memahami paham ideologi ini berlawanan
dengan pengertian ideologi yang dikemukakan oleh
Destutt de Tracy. Menurut Karl Marx, ideologi ialah
kesadaran palsu. Hal tersebut dikarenakan ideologi
tersebut adalah suatu hasil pemikiran yang diciptakan
oleh pemikirnya, padahal dari kesadaran para pemikir
itu pada dasarnya ditentukan oleh adanya suatu
kepentingannya.Jadi ideologi tersebut menurut Karl
Marx adalah pengandalan-pengandalan spekulatif yang
berupa suatu agama moralitas, atau juga keyakinan
politik. Meskipun spekulatif ideologi itu dianggap ialah
sebagai kenyataan untuk dapat menyembunyikan atau
juga melindungi kepentingan kelas sosial pemikir itu.
Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-
ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara
nyata.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-
citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali
dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya
masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus
masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan
ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka
mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan
dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat
kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik
kedua ideologi tersebut.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.
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C.

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Berbagai
Kehidupan

Tugas Mandiri

1.

Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang
sudah ada dalam masyarakat seperti sistem “ronda”
atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang
melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa
daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat
yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti

Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari

masyarakat sekitar untuk menjada keamanan lingkungan

masyarakat.

Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan

nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menegaskan

sebagai berikut.

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.

b.  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hiduporang banyak dikuasai
oleh negara
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasasioleh negara dn dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi (demokrasi adalah bentuk
pemerintahan yang semua warga negaranya
memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan.)
dengan prinsip kebersamaan, efisien, keadilan,
berkelanjutan, berwawawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatan ekonomi nasional.

Pengembangan kebudayaan nasional yang berakar
pada kebudayaan daerah yang luhur dan beradab, serta
menyerap nilai budaya asing yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila untuk memperkaya budaya bangsa. Sikap
feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang
sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya
dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan
teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat
memperkaya budaya bangsa. Namun tidak perlu ilmu
pengetahuan dan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila.

Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasia.

Hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan

perundangan dapat disusun berdasarkan norma sosial
yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari
luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Perkembangan bidang politik antara lain meliputi

persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi,

dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai
negara modern salah satunya adalah membangun sistem
pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan

dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Tugas Kelompok
Kebijaksanan guru.

Uji Kompetensi Akhir Bab

A.

1.

Pilihan Ganda

d.  dasar filasafat negara Indonesia

Pembahasan:

Pancasila menurut Prof. Mr. Notonegoro adalah dasar
filasafat negara Indonesia.

b.  dasar prinsip persamaan harkat dan martabat
sebagai hamba Tuhan

Pembahasan:

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung

nilai-nilai sebagai berikut.

Menghargai orang lain.

Saling tenggang rasa.

Menjunjung tinggi HAM.

Prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai
hamba Tuhan.

a.  tidak mengakui adanya Tuhan

Pembahasan:

Karakteristik ideologi Pancasila yang membedakan

dengan ideologi-ideologi yang lain, antara lain sebagai

berikut.

a.  Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan
sebagai sang Pencipta alam semesta, Tuhan sebagai
causa prima.

Penghargaan sesama umat manusia apapun suku
bangsa dan kebudayaannya.

Menjunjung tinggi persatuan bangsa serta
menempatkan persatuan Indonesia di atas kepentingan
pribadi.

Kehidupan bermasyar akat, bernegara berdasarkan
atas sistem demokrasi dan dalam melaksanakan
demokrasi kita mementingkan musyawarah.
Keadilan sosial bagi hidup bersama. Sistem
pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b.  Dr. Supomo

Pembahasan:

Dalam sidang tersebut tampil 3 tokoh yang memberikan

pidatonya mengenai dasar negara Indonesia merdeka

yaitu Mohamad Yamin, Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

d. 18 Agustus 1945

Pembahasan:

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18

Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

b.  isi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal

Pembahasan:

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai

ideologi negara yaitu sebagai berikut.

a.  Nilai dasar, merupakan isi dari sila-sila Pancasila
yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar
ini terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang
baik dan benar.

Nilai instrumental, yaitu merupakan arahan,
kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga
pelaksanaannya.

Nilai praktis, merupakan nilai yang dilaksanakan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara secara nyata.

c.  menggalang kegiatan sosial.

Pembahasan:

Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Sila

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam

ingkungan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

a.  Manggalang kegiatan sosial.

b.  Menggalakkan program jaring pengaman sosial
dengan tepat sasaran.

Menggalakkan program padat karya dan
memanfaatkan lahan tidur.

Menggiatkan gerakan nasional orang tua asuh.
Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
penganggur.

Meningkatkan semangat gotong royong dan
kekeluargaan.
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d. penyaringan masuknya ideologi asing
Pembahasan:
Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan
ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai penyaring
masuknya ideologi asing.
a. menerima dan mengembangkan pemikiran-
pemikiran asing tanpa batas
Pembahasan:
Kekuatan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia
yaitu sebagai berikut.
Memiliki nilai-nilai dasar yang kuat dan tumbuh
dari budaya bangsa Indonesia.
Memiliki kekuatan sejarah perjuangan bangsa
Indonesia.
Memiliki pedoman yang untuk menangkal segala
bentuk ancaman.
c 21
Pembahasan:
PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 beranggotakan
21 orang. 12 orang Jawa, 3 orang dari Sumatra, 3 orang
dari Sulawesi, sedangkan Kalimantan, Nusa Tenggara,
Maluku, dan Tionghua diwakili masing-masing 1 orang.
c. 22 Agustus 1945
Pembahasan:
Sidang III PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan
keputusan sebagai berikut.
a.  Dibentuknya Komite Nasional.
b.  Dibentuknya Partai Nasional Indonesia.
c.  Dibentuknya tentara kebangsaan.
c.  pandangan hidup masyarakat
Pembahasan:
Perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan
bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Oleh
karena itu, Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia.
c.  seluruh rakyat
Pembahasan:
Pengamalan sila Pancasila harus dilakukan oleh seluruh
rakyat Indonesia agar hidup berjalan sesuai dengan cita-
cita bangsa.
C. merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Pembahasan:
Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki
komitmen mendukung dan berupaya secara aktif dalam
mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.
d. menerima dan melaksanakan dengan penuh
tanggung jawab
Pembahasan:
Sikap yang kita terapkan ketika mendengarkan putusan
musyawarah adalah menerima dan melaksanakan dengan
ikhlas dan penuh tanggungjawab.
b.  menjadi dasar tindakan kita untuk masa yang akan
datang
Pembahasan:
Nilai-nilai pancasila dari segi kronologi sejarah diperlukan
sebagai pandangan dan menjadi dasar tindakan, agar
masa yang akan datang lebih baik dari sekarang.
c.  pandangan hidup masyarakat
Pembahasan:
Cukup jelas bahwa Pancasila sebagai ideologi dapat
diterima oleh bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai
pandangan hidup masyarakat.
c.  Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Pembahasan:
Rumusan Pancasila yang sah tercantum pada Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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a.  kepribadian bangsa
Pembahasan:
IdeologiPancasila terletak dan bersumber pada kepribadian
bangsa. Karena kepribadian bangsa membedakan antara
bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.
b.  rakyat Indonesia melawan Jepang
Pembahasan:
Pada tahun 1943 posisi Jepang makin genting karena
menghadapi gempuran tentara Sekutu. Di samping itu,
mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah.
Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia
untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan
kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut
ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang.
d. terlibat tawuran antar kampung
Pembahasan:
Terlibat tawuran antarkampung dapat merusak persatuan
dan kesatuan bangsa.
d.  pertama
Pembahasan:
Sila yang menjadi perdebatan adalah sila pertama yang
berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
b.  Achmad Soebarjo
Pembahasan:
Pada persidangan pertama BPUPIKI dikemukakan
berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai
Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh
Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.
a.  keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung pada
bangsa Indonesia itu sendiri
Pembahasan:
Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif artinya keberadaan
nilai-nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia
itu sendiri.
a.  Peri Kemanusiaan
Pembahasan:
Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar Negara
Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut.
Perikebangsaan.
Perikemanusiaan.
Periketuhanan.
Perikerakyatan.
Kesejahteraan rakyat.

Isian
perkembangan dinamika masyarakat
piagam Jakarta
Pancasila

nilai-nilai Pancasila
dasar negara
pandangan hidup
Ir. Soekarno
ideologi terbuka
ideologi negara
Hukum Dasar

Uraian

Ideologi ialah sebagai kompleks pengetahuan serta juga
macam-macam nilai, yang secara universal menjadi
landasan bagi seseorang atau juga masyarakat untuk
dapat memahami jagat raya serta juga bumi seisinya dan
juga menentukan sikap dasar untuk dapat mengolahnya.
Dengan berdasarkan pemahaman yang diyakini itu,
seseorang menangkap apa yang dilihat baik serta juga
tidak baik.

Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai
yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam
suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam
norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini Pancasila
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terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan
tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia
serta merupakan staatsfundamentalnorm (pokok kaidah
negara yang fundamental).
Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Kita menghendaki terwujudanya masyarakat yang
berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu
mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan
tersebut tetap terarah pada terwujudanya masyarakat
berdasarkan Pancasila, maka sistem nilai sosial dan
budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan
nilai-nilia Pancasila.

Berikut adalah perbedaan antara ideologi terbuka dan

tertutup.

a.  Ideologi terbuka
1)  Sistem pemikiran yang terbuka.

2)  Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan

dari luar, melainkan digali dan diambil dari
harta kekayaan rohani, moral dan budaya
masyarakat itu sendiri.
Dasar pembentukan ideologi bukan keyakinan
ideologis sekelompok orang, melainkan
hasil musyawarah dan kesepakatan dari
masyarakatsendiri

Ideologi tertutup

1)  Sistem pemikiran yang tertutup.

2)  Cenderung untuk memaksakan mengambil
nilai-nilai ideologi dari luar masyarakatnya
yang tidak sesuai dengan keyakinan dan
pemikiran masyarakatnya.

3)  Dasar pembentukannya adalah cita-cita atau
keyakinan ideologis perseorangan atau satu
kelompok orang.

Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari
nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-
program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan aspirasimasyarakat, undang-
undang, dan departemen-departemen sebagai lembaga
pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini
senantiasa dapat dilakukan perubahan.

Berikut karakteristik ideologi Pancasila yang membedakan

dengan ideologi-ideologi lain.

a.  Pengakuan bangsa Indonesia akan adanya Tuhan
sebagai sang Pencipta alam semesta, Tuhan sebagai
causa prima. Oleh karena itu, sebagai umat yang ber-
Tuhan rakyat Indonesia dengan sendirinya harus
taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penghargaan sesama umat manusia apapun suku

bangsa dan kebudayaannya. Adil artinya pengakuan

yang sama terhadap sesama manusia. Beradab
artinya perilaku yang sama sesuai dengan tingkat
derajat kemanusiaan.

Menjunjung tinggi persatuan bangsa serta

menempatkan persatuan Indonesia di atas

kepentingan pribadi.

Kehidupanbermasyarakatdanbernegaraberdasarkan

atas sistem demokrasi dan dalam melaksanakan

demokrasi mementingkan musyawarah.

Keadilan sosial bagi hidup bersama. Sistem

pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ciri-ciri penerapan ideologi terbuka, antara lain sebagai

berikut.

a.  Ideologi terbuka hanya memuat pokok-pokoknya.

b.  Ideologi terbuka bersifat reformatif, yaitu mampu
mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai aspirasi
yang muncul.

Keterbukaan dalam ideologi terbuka terbatas pada
instrumennya (perundang-undangan dan aturan
pelaksanaannya saja) bukan pada nilai-nilai dasar
yang terkandung di dalamnya.

d.  Penerapannya tidak perlu dipaksakan.

Salah satu fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara

atau dasar falsafah negara karena Pancasila dalam negara

Indonesia dipergunakan sebagai berikut.

a. Dasar untuk mengatur negara.

b.  Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang berlaku di negara Indonesia yang
kemudian melahirkan sumber-sumber hukum
lainnya. Sumber-sumber hukum ini merupakan
landasan atas lahirnya peraturan-peraturan
lainnya.

Mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pancasila merupakan pandangan hidup yang
telah mengakar dalam kepribadian bangsa, maka
Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur
hidup ketatanegaraan.

Pancasila selalu tercantum dalam pembukaan
UUD yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Hal
ini merupakan bukti bahwa Pancasila memang
dikehendaki sebagai dasar falsafah negara.
Pancasila dijadikan sebagai sumber tertib sosial,
menjadi sumber tertib seluruh perikehidupan
kita, baik sebagai individu maupun dalam ikatan
golongan, ikatan partai politik, ikatan organisasi,
menjadi sumber tertib negara dan tertib hukum
serta menjadi pedoman yang dilaksanakan oleh
pemerintah, semua aparatnya dan oleh setiap
pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta
tugasnya.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang

sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan

bernegara sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesi
dapat terwujud.

Ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara

logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai

yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan
pelakunya.

Perbaikan

1.
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Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang
hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka tanpa
adanya aspek idealisme.

Keterbukan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut.

a.  Stabilitas nasional yang dinamis.

b.  Larangan untuk memasukan pemikiran-pemikiran
yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme,
leninisme dan komunisme.

c.  Mencegah berkembangnya paham liberal.

d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang
menggelisahkan kehidupan masyarakat.

e. Penciptaan norma yang barus harus melalui
konsensus.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib

hukum artinya, bahwa segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan

Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila.

Ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang

disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh

tentang dan kehidupannya baik yang individual maupun
yang sosial.

Sifat Ideologi pancasila tidak bersifat utopis, yaitu

hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari

kehidupan sehari-hari secara nyata.
R ___J
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Pengayaan
Kebijaksanaan guru.

BAB 2
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

A. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tugas Mandiri
1.  Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Berikut adalah makna Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 alenia ketiga.
a.  Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan
kitaadalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Keinginan yang didambakan oleh segenap
bangsalndonesia terhadap suatu kehidupan yang
berkesinambungan antara kehidupan material dan
spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat.
c¢.  Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan.
Berikut adalah makna Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 alenia pertama.
a. Pada Alenia Pertama Mengungkap dalil obyektif
dimana penjajahan bertentangan dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan, maka

penjajahan di harus di tentang dan di hapuskan
agar semua bangsa di dunia mendapat hak publik
absolutnnya(merdeka)

Pada Alenia Pertama Mengandung pernyataan
subyektif tentang aspirasi bangsa Indonesia dalam
membebaskan diri dari belenggu penjajahan.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

B. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tugas Mandiri

1. Hasil sidang tahunan MPR tahun 2002, yaitu Pasal II
Aturan Tambahan menegaskan bahwa UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pembukaan
dan pasal-pasal. Maka jelaslah Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 baik secara formal
maupun material tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebab
secara material memuat Pancasila sebagai dasar filsafat
negara Indonesia.
Negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi
paham perorangan. Negara, menurut pengerti an
“Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi
segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar
negara yang tidak boleh dilupakan. Hal ini menunjukkan
pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain,
negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga
negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perorangan. Negara
melindungi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara
mengatasi segala paham golongan, dan mengatasi segala

pahan perseorangan. Inilah suatu dasar negara yang tidak

boleh dilupakan pokok pikiran ini merupakan penjabaran

dari sila ke tiga Pancasila.

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pokok

pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yaitu sebagai berikut.

a.  Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului
terbentuknya negara, yang merupakan rumusan
dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang
pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia
dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea
I, II, dan III Pembukaan).

Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan
setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV
Pembukaan).

Hubungan pokok pikiran Pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara material sebagai
berikut. Apabila kita tinjau kembali proses perumusan
Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka secara kronologis, materi
yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama, yaitu
dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi berdasarkan
urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai
tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum
Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan kata
lain Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.
Hal tersebut berarti secara material tertib hukum
Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum
Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber
bentuk, dan sifat.
Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” menuntut
konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus
mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-
lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
luhur. Hal ini menegaskan pokok piki -ran Ketuhanan
YME, yang mengandung pengertian takwa terhadap
Tuhan YME. Selain itu, pokok pikiran kemanusiaan yang
adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung
tinggi hak asasi manusia yang luhur. Pokok pikiran ke
empat ini merupakan dasar moral negara yang pada
hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama
dan sila ke dua Pancasila.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

C. Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Tugas Mandiri

1. Taathukum merupakan wujud perilaku bagi setiap warga
negara yang dengan penuh kesadaran melaksanakan
hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atau yang mengaturnya. Taat hukum perlu
dibudidayakan dalam kehidupan sehari-hari dengan
harapan dapat terwujudnya kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, sejahtera,
dan berkeadilan.

Beberapa sikap positif warga negara yang perlu dilakukan

terhadap pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain sebagai

berikut.

a. Menjalankan segala ketentuan hukum serta
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Mensosialisasikan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ke dalam berbagai kehidupan.
Menjadikan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai pedoman atas permasalahan
ketatanegaraan atau kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Menjadikan sikap yang konstitusional.
Menjadikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai sumber hukum dari berbagai produk
hukum yang ingin dibuat karena telah dijiwai oleh
nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Lingkungan Keluarga, sebagai berikut.

a.  Hidup rukun dengan saudara.

b.  Sopan dan santun kepada orang tua.

c¢.  Hidup rukun dengan saudara.

Lingkungan masyarakat, sebagai berikut.

a.  Mengatur jadwal ronda secara adil.

b.  Melakukan hak dan kewajiban di lingkungan
masyarakat.

c.  Membina keselarasan pergaulan di masyarakat
tanpa pertentangan.

Lingkungan sekolah, sebagai berikut.

a.  Mengadakan pemilihan pengurus kelas atau OSIS.

b.  Hargaipendapattemanatau guru ketika musyawarah
atau rapat.

c.  Pemilihan pengurus kelas.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

Uji Kompetensi Akhir Bab

A. Pilihan Ganda

1. b. Bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa
lain yang ingin merdeka

Pembahasan:

Pokok pikiran yang terkandung pada alenia pertama

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yaitu sebagai berikut.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan.
Bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa
lain yang ingin merdeka.

ada keterbukaan terhadap permasalahan yang
dihadapi.

Pembahasan:

Wujud sikap positif dalam diri pribadi positif terhadap

pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagai

berikut.

a.  Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang
lain.

Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku.
Tidak main hakim sendiri.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai
kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan
kemerdekaan.

Pembahasan:

Pokok pikiran yang terkandung pada alinea kedua, yaitu

sebagai berikut.

a. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai

kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan
kemerdekaan.
Kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan.
Perluupaya mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan
negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur.

d. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pembahasan:

Wujud sikap positif dalam keluarga, yaitu sebagai

berikut.

a.  Taat dan patuh terhadap orang tua.

b.  Ada keterbukaan terhadap permasalahan yang
dihadapi.

c.  Memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga.

d.  Mengembangkan sikap sportif.

c.  melaksanakan program kegiatan OSIS dengan
baik

Pembahasan:

Wujud sikap positif dalam sekolah, yaitu sebagai

berikut.

a.  Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah.

b.  Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan
baik.

c Mengembangkan sikap sadar dan rasional.

d.  Melaksanakan hasil keputusan bersama.

e.  Selalu ikut dengan tertib dan hidmat mengikuti
upacara bendera.

b. 4

Pembahasan:

Bunyi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

Alinea 1: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di

atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea 2: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia

ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil, dan makmur.

Alinea 3: Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha kuasa

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea 4: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut elaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

c. 2/3

Pembahasan:

Anggota sidang yang harus hadir dalam usulan perubahan

Undang-Undang Dasar setidaknya 2/3 anggota.

b.  kedua

Pembahasan:

Alinea kedua: negara hendak mewujudkan keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan

sosial).

c.  ketiga

Pembahasan:

Nilai pokok pikiran merupakan pencerminan sila

Pancasila, yaitu persautan seluruh bangsa Indonesia.
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d. empat

Pembahasan:

Sila ketuhanan Yang Maha Esa terdapat di dalam pokok

pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 alenia keempat.

a.  hukum dasar yang tertulis

Pembahasan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

hukum tertulis yang mengatur kehidupan seluruh bangsa

Indonesia.

a. satu-satunya hukum dasar yang berlaku di
Indonesia

Pembahasan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah

satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia.

d. mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter

Pembahasan:

Sistem presidensial memberikan kekuasaan yang tinggi

kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan.

a. 1ldan2

Pembahasan:

Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d.  berlaku umum untuk mewujudkan keadilan sosial

Pembahasan:

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dapat berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia demi

mewujudkan keadilan sosial.

d.  Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan peraturan
perundangan yang tertinggi dalam negara

Pembahasan:

Kedudukan konstitusi atau UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam peraturan perundang-

undangan negara Indonesia adalah Undang-Undang

Dasar 1945 itu merupakan peraturan perundangan yang

tertinggi dalam negara.

b. 1I

Pembahasan:

Visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa

yang merdeka dengan jelas diungkapkan dalam alinea

kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,

adil dan makmur.

c.  bahasa Inggris

Pembahasan:

Kata constitution berasal dari bahasa Inggris yang memiliki

pengertian keseluruhan peraturan baik tertulis maupun

tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai

cara penyelenggaraan suatu pemerintahan.

c. 16 Agustus

Pembahasan:

Pidato kenegaraan presiden di muka sidang Paripurna

DPR dilakukan setiap tanggal 16 Agustus.

c.  LJ.van Apeldoorn

Pembahasan:

L.J. van Apeldoorn berpendapat bahwa Undang-Undang

Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi.

d. E.C.S.Wade

Pembahasan:

E.C.S. Wade berpendapat bahwa Undang-undang dasar

sebagai suatu bentuk naskah yang berisi tugas pokok dari

badan- badan pemerintahan suatu Negara.

b. 37 Pasal

Pembahasan:

Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20

Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 Pasal (Pasal 1

sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 Pasal Aturan

Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

N =

S0 RN W

=4

=0

d.  konvensi

Pembahasan:

Hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dan
dipatuhi oleh para pendukungnya, lazim disebut
konvensi.

d. 14 November 1945

Pembahasan:

Pada tanggal 14 November 1945 maklumat pemerintah
telah mengubah sistem pemerintahan dari ¢ kabinet
presidensil menjadi kabinet parlementer.

a.  presiden

Pembahasan:

Pada dasarnya peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (Perpu atau Perppu) merupakan peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden
dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi
muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Selain itu, Perpu juga ditandatangani oleh presiden.

Isian

konstitusi

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945

masyarakat

bahasa Inggris

negara

dua

preambule

klausa finalis

satu kesatuan yang erat
ideologi perjuangan

Uraian

Lingkungan masyarakat, sebagai berikut.

a.  Ikutserta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan
lingkungan

b.  Mengikuti Karang Taruna
c.  Hadirjika tetangga mengadakan acara
Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa
adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dirasakan,
dan dilakukan. Sikap terbuka sangat penting dilakukan
sebagai upaya menghilangkan rasa curiga dan salah paham
sehingga dapat dipupuk rasa saling percaya dan kerja
sama guna menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan
hidup. Dengan sikap terbuka kepada konstitusi negara,
kita belajar untuk memahami keberadaan sebagai warga
negara yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan
penyelenggara negara dengan semaksimal mungkin.

Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia,

yaitu sebagai berikut.

a.  Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah

b. Indonesia Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dubia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan social

Bagian keempat, pokok pikiran Pembukaan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hubungan

yang bersifat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup

beberapa segi sebagai berikut.

a.  Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.

b. Yang diatur dalam UUD, yaitu tentang pembentukan
pemerintahan negara yang memenuhi berbagai
persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan
negara.
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c.  Negara Indonesia ialah berbentuk republik yang
berkedaulatan rakyat.

d. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar
filsafat negara Pancasila).

Adanya perbedaan harus diterima sebagai suatu kenyataan
atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama, suku
bangsa, adat istiadat, dan budayanya. Dengan memahami
adanya perbedaan pada lingkungan masyarakat kita
terhadap konstitusi negara, tentu akan sangat beragam
pula cara menerimanya. Oleh karena itu jadikanlah
perbedaan tersebut sebagai unsur-unsur penyelenggaraan
negara yang terus dicari perekatnya dengan membawa
kehidupan yang rukun, tentram, damai, dan sejahtera.

Lingkungan Bangsa dan Negara, sebagai berikut.

a.  Mengadakan pemilihan kepala daerah

b.  Semua orang yang sudah cukup umur memperoleh
hak yang sama dalam pemilu

c.  Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi

Lingkungan sekolah, sebagai berikut.

a.  Tidak membandingkan agama teman dengan teman
yang lainnya.

Saling menghormati agama teman yang berbeda

c.  Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan
agama.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan kepada:

1)  Ketuhanan Yang Maha Esa,

2)  kemanusiaan yang adil dan beradab,

3)  persatuan Indonesia,

4)  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta

5) dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Berikut adalah makna pembuakaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 alenia kedua.

1)  Kemerdekaan Indonesia di peroleh berdasarkan
perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan
merupakan hadiah dari penjajah

2)  Menunjukkan nilai-nilai yang dikehendaki dan
diharapkan para “pengantar” kemerdekaan ialah
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau suatu

cita-cita yang ingin di capai dalam “Pembukaan” dan

merupakan suatu sebab tujuan (kausa finalis) sehingga
dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang
harus di laksanakan dalam Undang-Undang Dasar unt
uk sampai pada tujuan yang didasari dengan bekal
persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial,
yang di dasarkan pada kesadaran bahwa manusia

Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama

untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan

masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila
ke lima Pancasila.

Perbaikan

Lingkungan keluarga

a.  Musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar jika
ada masalah.
Berdiskusi untuk menentukan tempat untuk liburan.
Menghormati pendapat dari anggota keluarga.

Taat asas perlu dibudidayakan dengan harapan dapat

memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana

menjadi warga negara yang baik sesuai dengan konstitusi
negara yang dianut. Jika konstitusi negara Indonesia
berdasarkan Pancasila, maka siapapun warga negara

Indonesia harus berupaya untuk memahami makna

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Kebersatuan antara proklamasi dengan pokok pikiran

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a.  Disebutkannya kembali pernyataan proklamasi
kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan
menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan
pokok pikiran pembukaan merupakan suatu
rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Ditetapkannya pokok pikiran Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
tanggal 18 Agustus 1945 bersamasama dengan
ditetapkannya UUD, presiden dan wakil presiden
merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
Pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan
suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci
dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat
pendorong ditegakkanya kemerdekaan, dalam
bentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan
asas kerohanian Pancasila.

Makna yang terkandung dalam alenia pertama Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai

berikut.

a. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala
bentuk.

Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk
menentang dan menghapus penjajahan di atas
dunia.

Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa
penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan.

d.  Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan
bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri.

Makna yang terkandung dalam alenia keempat

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sebagai berikut.

a.  Adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam
suatu Undang-Undang Dasar 1945.

c.  Susunan/bentuk negara Republik Indonesia.

d.  Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan
kedaulatan rakyat (demokrasi)

e.  Dasar negara Pancasila.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru.

Ulangan Tengah Semester

Pilihan Ganda

c.  Kebangsaan Indonesia

Pembahasan:

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat
kesempatan untuk mengemukakan dasar negara
Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas
sebagai berikut.
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Kebangsaan Indonesia.
Internasionalisme atau perikemanusiaan.
Mufakat atau demokrasi.

Kesejahteraan sosial.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

a.  mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia

Pembahasan:

Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk suatu badan yang

diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu

Zunbi Choosakai dengan ketua Dr.K.R.T. Radji man

Wediodiningrat. Badan ini bertugas untuk mempersiapkan

kemerdekaan Republik Indonesia.

d.  perikeadilan

Pembahasan:

Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad

Yamin, SHberpidato mengemukakan gagasan mengenai

rumusan lima asas negara Republik Indonesia, yaitu Peri

Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri

kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Pancasila

Pembahasan:

Sumber hukum dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.

b. PPKI

Pembahasan:

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali

oleh badan resmi, yaitu PPKI.

b.  konsep

Pembahasan:

Biasanya nilai suatu ideologi akan terangkai menjadi satu

dan bersumber dari nilai-nilai yang berakar dalam realita

kehidupan yang disebut konsep.

d. mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas segala karunia yang diterima

Pembahasan:

Contoh sikap positif terhadap Pancasila terutama sila

pertama yaitumengucap syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas segala karunia yang diterima.

c. nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat
sistematis, rasional, dan menyeluruh

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi negara secara srtuktur memiliki

tiga dimensi berikut.

a. Dimensi idealis, artinya nilai dasar yang terkandung
dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan
menyeluruh.

Dimensi normatif (aturan), artinya nilai yang
terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam
suatu sistem norma sebagaimana yang terkandung
dalam norma kenegaraan.

Dimensi realistis (kenyataan), artinya nilai-nilai
tersebut harus mampu mencerminkan kenyataan
hidup dan perilaku yang berkembang dalam
kehidupan masyarakat.

b.  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Nilai yang terkandung pada sila kelima yang berbunyi

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Cita-

cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual
yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

c.  keempat

Pembahasan:

Bunyi sila keempat dalam Pancasila sebagai berikut.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan.

b.  tujuan dan cita-cita bangsa

Pembahasan:

Ideologi merupakan wawasan atau pandangan hidup

mengenai tujuan dan cita-cita bangsa.

d.  tumbuh suburnya praktik KKN

Pembahasan:

Kelemahan terbesar pelaksaan sistem pemerintahan pada

masa Orde Baru adalah tumbuh suburnya praktik KKN.

c.  mengusul kan di bentuknya tentara kebangsaan

Pembahasan:

Sidang III PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan

keputusan sebagai berikut.

a.  Dibentuknya Komite Nasional.

b.  Dibentuknya Partai Nasional Indonesia.

C. Dibentuknya tentara kebangsaan.

C. detik-detik lahirnya Pancasila

Pembahasan:

Masa persidangan BPUPKI yang pertama dikenang

dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, sehingga

tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari

lahirnya Pancasila.

C. korupsi, kolusi, dan nepotisme

Pembahasan:

Korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya

penyelewengan terhadap ideologi Pancasila tapi juga

tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyatnya.

C. menghormati hak-hak orang lain

Pembahasan:

Perwujudan sikap positif terhadap sila kedua yang

berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab salah

satunya yaitu menghormati hak-hak orang lain.

d. 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Pembahasan:

17 Agustus 1950-5 Juli 1959 Undang-Undang Dasar

Sementara (UUDS) Republik Indonesia berlaku

b.  Keputusan Gubernur

Pembahasan:

Keputusan gubernur dibuat oleh kepala pemerintahan di

daerah kekuasaan provinsi.

a. 4 Ayat(1)

Pembahasan:

Bunyi Pasal 4 Ayat (1) yaitu salah satu fungsi keputusan

presiden ialah menyelenggarakan pengaturan secara

umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan

pemerintahan

d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
keputusan menteri

Pembahasan:

Fungsi Keputusan Direktur Jenderal Departemen adalah

sebagai berikut.

a.  Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis
Keputusan Menteri.

b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Keputusan Menteri.

c.  pengaturan lebih lanjut dari ketetapan MPR

Pembahasan:

Fungsi undang-undang dasar yaitu sebagai berikut.

a.  Mengatur hubungan antara negara dengan warga
negara.
Memuat cita-cita serta tujuan negara.
sebagai hukum dasar bagi pembentukkan lembaga-
lembaga negara, fungsi, dan hubungannya antara
satu dengan yang lain.
bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa
Indonesia diyakini sebagai berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Kuasa

Pembahasan:

Pokok pikiran yang terkandung pada alenia ketiga, yaitu

sebagai berikut.

a. Bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa
Indonesia diyakini sebagai berkat rahmat Tuhan
Yang Maha Kuasa.
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Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi
oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang
bebas dari penjajahan.

. masyarakat

Pembahasan:

Wujud sikap positif dalam masyarakat, yaitu sebagai

berikut.

Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan.
Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang
taruna.

Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui
berbagai kegiatan.

Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan
bersama.

a. pertama

Pembahasan:

Seluruh makna proklamasi tersebut dirinci dan mendapat

pertanggungjawaban dalam pokok pikiran Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai

berikut.

a.  Bagian pertama proklamasi, yaitu mendapatkan
penegasan dan penjelasan pada bagian pertama
sampai dengan ketiga pokok pikiran Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bagian kedua proklamasi, yaitu suatu pembentukan
negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pokok
pikiran keempat Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip
negara yang terkandung dalam pokok pikiran
pembukaan tersebut meliputi empat hal, pertama
: tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh
pemerintahannegara, kedua: ketentuan diadakannya
UUD negara, sebagai landasan konstitusional
pembentukan pemerintahan negara, ketiga: bentuk
negara republik yang berkedaulatan rakyat, dan
keempat: asas kerohanian atau dasar filsafat negara
Pancasila.

c.  pentingnya mengatur kehidupan negara dalam
Undang-Undang Dasar.

Pembahasan:

Pokok pikiran yang terkandung pada alenia keempat,

yaitu sebagai berikut.

a.  Tujuan negara yang meliputi: melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan
perdamaian abadi.

Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam
Undang-Undang Dasar.

Bentuk pemerintahan republik.

Dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal
dengan nama Pancasila.

2

Pembahasan:

Isi alinea kedua sebagai berikut.

a.  Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia
merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan
penjajah.

Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk
menyatakan kemerdekaan.

Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan,
tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur.

UUD dibentuk dengan menurut cara yang istimewa
yang berbeda dengan UU biasa
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Pembahasan:

Dalam tata urutan perundang-undangan RI menurut

Mirriam Budiharjo, UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memiliki kedudukan yang istimewa

dibandingkan UU lainnya, karena beberapa hal berikut.

a.  UUDdibentuk dengan menurut cara yang istimewa
yang berbeda dengan UU biasa.

b.  UUD dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap
sesuatu yang luhur.
UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita
bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi
kenegaraan suatu bangsa.

d. UUD memuat garis besar tentang dasar dan
negara.

c.  naskah pengganti, yaitu jika perubahan teks sangat
mendasar

Pembahasan:

Menurut Prof Dr. Jimly Assidiqi seorang ahli hukum,

ada tiga bentuk perubahan undang-undang dasar, yaitu

sebagai berikut.

a.  Perubahan naskah, yaitu apabila perubahan dalam
teks menyangkut hal-hal tertentu.

b.  Penggantian naskahlama dengan naskah baru, yaitu
apabila perubahannya cukup mendasar.

C. Naskah tambahan (addendum) yang terpisah dari
naskah asli.

b.  sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Pembahasan:

Amendemen terhadap sebuah konstitusi sah secara

hukum apabila sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

d. tujuan

Pembahasan:

Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara

dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh

Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah

satu tujuan dari amandemen

Isian

kekuasaan pemerintah

27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
belum dihayati dan belum diamalkan
keempat

kedua

lima

parlementer

keempat

sosiologis

kedua

Uraian

Bidang hukum Pancasila merupakan sumber keadilan
negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil yang
beradab

Demokrasi yang kita kembangkan adalah demokrasi
Pancasila. Suatu demokrasi yang tumbuh dari tradisi
nilai-nilai budaya bangsa selama ini. Demokrasi yang
mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas
maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan
kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling
menjatuhkan dan mengutamakan kepentingan individu
dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi
merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokrasi
yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum
untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini
dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan
umum di negara lain, seperti partai politik, kampanye,
dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi

harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
@
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Bagian pertama, kedua, dan ketiga pokok pikiran
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak
mempunyai hubungan ‘kausal organis” dengan Batang
Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai
instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam
kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah maka
penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang
dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan
(reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan
aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi
Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.
Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis,
rasional dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber
pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung
dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme
serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk
berupaya mewujudkan cita-citanya.
Setiap warga negara harus memiliki kemampuan untuk
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Sikap ini
penting untuk dikembangkan karena akan membentuk
kebiasaan menghadapi masalah, sehingga jikalau
sebelumnya hanya menjadi penonton, pengkritik, atau
menyalahkan orang lain, sekarang menjadi orang yang
mampu member solusi (jalan keluar). Kemampuan untuk
mengatasi masalah konstitusi negara akan memberikan
iklim dan suasana yang semakin baik dalam menata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bidang kebudayaan, Pancasila menjaga ikatan manusia

dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus

terjaga secara turun temurun

Lingkungan bangsa dan negara.

a. Hargai dan hormati orang lain yang berbeda
agama.

b.  Merayakan hari besar suatu agama.

c.  Menjunjung tinggi sikap toleransi antarmasyarakat
beragama.

Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmaji

Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai

dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada

tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya

NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar

negara dengan syari’at islam. Kartosuwiryo bersama para

pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni

1962.

Salah satu kejadian yang sering kita lihat dalam kehidupan

sehari-hari adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar ini

disebabkan oleh beberapa faktor.

a. Keluarga merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan tawuran antar pelajar. Karena baik
buruknya rumah tangga sebuah keluarga akan
mempengaruhi anak. Orang tua yang otoriter dalam
pengasuhan yang dipenuhi tindakan kekerasan
terhadap anak.

Kualitas pengajaran yang tidak begitu memadai
dan kurang menunjang proses belajar. Misalnya
saja guru yang lebih berperan sebagai pelaksana
aturan dan sebagai penghukum sehingga tidak bisa
memberikan pendidikan moral dengan baik.
Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh buruk.
Misalnya saja lingkungan kota yang penuh dengan
kekerasan, yang disaksikan para remaja, adanya
kelompok geng yang memiliki perilaku tidak
baik, dan munculnya perbedaan resepsi yang
akan mengakibatkan konflik diantara masyrakat
lingkungan.

Perbaikan

1.

Pancasila sebagai sumber nilai merupakan cita-cita moral
luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari
bangsa Indonesia.
Pertahanan dan keamanan negara sesuai nilai-nilai
pancasila bertujuan mewujudkan keadilan dalam
kehidupan masyarakat.
Di bidang politik misalnya, Pancasila menjadi landasan
bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya
menghindarkan praktik-praktik politik tak bermoral dan
tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita
moral dan budi pekerti yang luhur.
Dalam pembangunan sosial budaya perlu ditumbuh-
kembangkan kembali budaya malu, yaitu malu berbuat
kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa supaya
tercipta masyarakat tertib dan mematuhi hukum dan
pemerintahan sesuai pancasila.

Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai

Pancasila selalu mendasarkan pada nilai kemanusiaan,

artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat

manusia.

Pokok pikiran persatuan maksudnya yaitu negara sebagai

penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
golongan ataupun perorangan.

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada alinea pertama, terkandung pokok pikiran bahwa :

a.  Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

b.  Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan.

c.  Bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa
lain yang ingin merdeka.

d. Pokok-pokok pikiran itu semestinya menjadi
landasan politik luar negeri Indonesia.

Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 adalah Pembukaan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan

sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental (

staatsfundamentalnorm) sebagai pokok pikiran yang
menjiwai pancasila.

Pada alinea ketiga terkandung pokok pikiran bahwa :

a.  Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia
diyakini sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa.

Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasijuga oleh
keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas
dari penjajahan.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru.

Bab 3

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hakikat dan Teori Kedaulatan

A. Hakikat dan Teori Kedaulatan
Tugas Mandiri

1.

Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan
atau pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai
kekuasaan penuh (kekuasaan tertinggi) untuk mengatur
suatu pemerintahan. Dengan demikian Negara yang
berdaulat adalah suatu negara yang telah mendapatkan
kekuasaan penuh untuk mengatur pemerintahannya.
Tidak ada kekuasaan lain yang dapat mendikte dan
mengontrol negara tersebut.
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Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan
tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan
kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan
pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut
kontrak social. Penguasa negara dipilih dan ditentukan
atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk
dalam pemerintahan.

Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang
diberikan kepada raja atau penguasa. Karena kehendak
Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka
seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil
Tuhan (titisan dewa). Segala peraturan yang dijalankan
oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu
rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa.
Penganut paham ini adalah Agustinus, Thomas Aquinas,
Marsillius, dan F.J. Stahl. Teori kedaulatan Tuhan pernah
diterapkan di Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi,
Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika.
C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution
menyatakan sovereignity adalah kekuasaan untuk
membentuk hukum serta kekuasaan untuk memaksakan
pelaksanaannya.

Wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal
rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang
berdaulat. Wilayah suatu Negara meliputi daratan, lautan,
maupun udara. Daratan adalah wilayah di permukaan
bumi dengan batas-batas tertentu. Lautan merupakan
perairan yang berupa samudera, laut, selat, danau dan
sungai. Sedangkan udara meliputi wilayah yang berada
di permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik
Indonesia
Tugas Mandiri
1.  Definisi dari negara kesatuan adalah negara yang
bersusun tunggal, yang dimaksud dalam negara tersebut
hanya terdapat satu negara, sehingga tidak ada negara
didalam negara. Di dalam negara kesatuan itu hanya
ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yag
memiliki kekuatan dan wewenang tertinggi dalam urusan
pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki wewenang
dan kekuatan tertinggi dalam pemerintah sehingga dapat
memutuskan segala sesuatu di negara tersebut.
Ciri-ciri negara serikat adalah sebagai berikut.
Kepala negara yang telah dipilih rakyat yang
bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Kepala negara memiliki hak veto yang dapat
diajukan oleh parlemen.
Masing-masing negara bagian mempunyai
kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan.
Tiap negara bagian memiliki wewenang untuk
menyusun undang-undang dasar sendiri
Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap
negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.
Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah salah
satu negara kesatuan yang mana pemerintah pusat dalam
negera tersebut memegang seluruh pemerintahan (semua
bidang), sedangkan daerahnya hanya melaksanakan
program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori
kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi: “.....susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan
pula dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hasil Dekrit 5 Juli 1959 atau

sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat”. Menurut pasal tersebut maka
MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia sebagai
satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat
sepenuhnya.

Salah satu faktor yang memicu perubahan sistem
pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer
adalah pernyataan van Mook untuk tidak berunding
dengan Soekarno adalah . Gelagat ini sudah terbaca oleh
pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum
kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno
sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan
Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur
yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik,
bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di
Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden
No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian
kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif
dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang
oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan
keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945,
kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden
beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari
dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

C.

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Tugas Mandiri

1.

Pasal 2 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah utusanutusan daerah-daerah dan
golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan
Undang-undang.
Kedaulatan ke dalam yaitu negara berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara
dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.
Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan
tersebut tampak pada tujuan Negara untuk: melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
Kedaulatan rakyat yang diberlakukan di Indonesia adalah
kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yakni
konsepsi kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan
peradaban bangsa Indonesia. Sedangkan kedaulatan rakyat
dalam rumusan konseptual barat, merupakan kedaulatan
rakyat yang bersumber dari faham individualisme dan
kolektivisme yang berlaku pada bangsa Eropa.

Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu

sebagai berikut.

a. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk Republik {Pasal 1 ayat (1)}.

b.  Kedaulatanberada di tanganrakyat dan dilaksanakan

menurut UndangUndang Dasar {Pasal 1 ayat (2) }
Negara Indonesia adalah negara hukum {Pasal 1
ayat (3)}
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik
Presiden dan/atu Wakil Presiden. MPR hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden
dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3).
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Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal
7C)

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemeritahan. Pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara
diatur dalam undang-undang (Pasal 17

Tugas Kelompok
Kebijaksanaan guru.

Uji Kompetensi Akhir Bab

A.

1.

Pilihan Ganda

d.  Trias Politika

Pembahasan:

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang
kini banyak dianut di berbagai negara di belahan dunia.
Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak
boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik
melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara
yang berbeda. Trias politika yang kini banyak diterapkan
adalah, pemisahan kekuasaan kepada tugas, yaitu
lembaga berbeda: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b.  eksekutif

Pembahasan:

Menurut teori yang dikemukakan oleh Montesquieu,
lembaga yang memiliki kekuasaan melaksanakan
peraturan perundangan adalah lembaga eksekutif.

b. rakyat

Pembahasan:

Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan
tertinngi didalam Negara terletak pada rakyat

a.  pemilihan umum.

Pembahasan:

Pemilihan umum merupakan suatu bentuk demokrasi
sebagai aplikasi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

b.  berdaulat.

Pembahasan:

Kemerdekaan merupakan jalan bagi suatu negara untuk
memperoleh kedaulatan.

b.  demokrasi

Pembahasan:

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua
warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan
keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi
baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam
perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

b.  Prancis

Pembahasan:

Negara yang pernah menerapkan kedaulatan raja dan
beralih pada presidensial adalah Prancis.

c.  tunggal

Pembahasan:

Negara bersifat tunggal berarti Kedaulatan merupakan
satu-satunya kekuasaan tertinggi negara yang tidak
diserahkan kepada badan-badan lain.

b.  Jean Bodin

Pembahasan:

Kedaulatan pertama kali diperkenalkan seorang ahli
kenegaraan yang bernama Jean Bodin.

d.  rakyat, rakyat, rakyat

Pembahasan:

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut undang-undang dasar.

a. Musolini

Pembahasan:

Salah satu negara yang menerapkan teori kedaulatan

negara adalah Italia, yaitu pada masa kekuasaan

Musolini.

d. raja

Pembahasan:

Pada teori kedaulatan raja tertinggi di dalam negara

terletak pada raja.

C. Wirjono Projodikoro

Pembahasan:

Kedaulatan menurut Wirjono Projodikoro yaitu

Kedaulatan rakyat menunjuk pada gagasan, bahwa yang

terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh

semua orang yang merupakan rakyat.

C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembahasan:

Landasan konstitusi Negara Indonesia adalah UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d.  menentukan nasib sendiri

Pembahasan:

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, hal ini

mengandung arti bahwa setiap bangsa berhak menentukan

nasib sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa.

a.  menciptakan ketenteraman

Pembahasan:

Peraturan perundang-undangan nasional bagi warga

negara mempunyai arti penting karena sesuai dengan

hak-hak berikut.

a.  Memberikan rasa keadilan.

b.  Menciptakan ketertiban dan keamanan.

c.  Menciptakan hak-hak dan kewajiban.

d.  superamus

Pembahasan:

Sudah jelas pada soal.

C. menciptakan ketertiban

Pembahasan:

Tujuan diberlakukannya hukum adalah menciptakan

ketertiban.

c.  permanen

Pembahasan:

Kedaulatan bersifat permanen memiliki arti bahwa

kedaulatan suatu negara bersifat tetap dan akan ada

selama suatu negara masih ada.

a.  yang terbaik dalam masyarakatialah yang dianggap
baik oleh semua orang yang merupakan rakyat

Pembahasan:

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang

terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik

oleh semua orang yang merupakan rakyat. Kedaulatan

rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam

masyarakat ialah yang dianggap baik oleh semua orang

yang merupakan rakyat.

c.  rakyatsebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Pembahasan:

Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan

yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan

melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh

karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi,

bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

d 4

Pembahasan:

Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut

Undang-Undang Dasar (Pasal 4).
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a.  pemilihan umum

Pembahasan:

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan

tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil
rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala
desa.

d. dapat dibagi-bagi

Pembahasan:

Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan

tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara

yang sifatnya sebagai berikut.

a.  Tunggal, berartibahwa di dalam negara itu tidak ada
kekuasaan lainnya lagi yang berhak menentukan
atau membuat undang-undang atau hukum.

Asli, berarti bahwa, kekuasaan itu tidak berasal dari
kekuasaan lain.
Abadji, berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan
tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara.
Tidak dapat dibagi-bagi, berarti bahwa kedaulatan
itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan
lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

. Augustin Comte

Pembahasan:

Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya berkembang

pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5

sampai abad ke-15. Didalam perkembangannya teori ini
sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama
baru yang timbul pada saat itu yaitu agama Kristen,
yang kemudian dioraganisasi dalam satu organisasi
keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai seorang paus.
Tokoh-tokoh penganut teokrasi antara lain; Agustinus,
Thomas Aquinas, dan Marsillius.

Isian

kedaulatan hukum

pertama

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17

cita-cita hukum

rakyat

merasakan penyesalan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
kedaulatan ke dalam dan ke luar

kedaulatan

Uraian

Menurut John Locke keadaan alamiah adalah suatu
keadaan di mana orang dapat hidup dengan bebas dan
sederajat menurut kehendak hatinya sendiri. Keadaan
alamiah ini sudah bersifat sosial, karena manusia hidup
rukun dan tenteram sesuai dengan hukum akal budi (law
of reason) yang mengajarkan bahwa manusia tidak boleh
mengganggu hidup, kebebasankebebasan dan hak milik
sesamanya.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah
negara kesatuan yang mana pemerintah pusat tidak
memegang seluruh kekuasan pemerintahan, sebagian
kekuasaanya diberikan kepada daerah-daerah yang ada
pada negera tersebut. Negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu
dekonsentasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Padamasa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan
akan menjalankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun
pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila
dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
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murni, terutama pelanggaran Pasal 33 UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi kekuasaan

pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumber

alam kita.Pada masa Orde Baru, UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat

“sakral”, diantara melalui sejumlah peraturannya sebagai

berikut.

a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang
menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk
mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, tidak berkehendak akan melakukan
perubahan terhadapnya
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum yang antara lain menyatakan bahwa
bila MPR berkehendak mengubah UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu
harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang
Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP
MPR Nomor IV/MPR/1983.

Berikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

a.  Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya
kembali UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b.  Pembubaran Badan Konstitusional

c.  Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

Kedaulatan ke luar yaitu negara berhak untuk mengadakan

hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain,

untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan keluar
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengadakan
atau kerjasama dengan negara lain. Hubungan dan
kerjasama ini tentu saja untuk kepentingan sosial. Ini
berarti pula bahwa bahwa negara Indonesia mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan negara lain. Dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa

tujuan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia

adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia,
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian pribadi, dan
keadilan sosial.

Warga negara, yaitu mereka yang berdasarkan hukum

tertentu dianggap bagian sah dari suatu negara. Atau

dengan kata lain warga negara adalah mereka yang
menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai
warga negara melalui proses naturalisasi.

Harold J. Laski mengatakan yang dimaksud dengan

kedaulatan (sovereignity) adalah kekuasaan yang sah

(menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut

meliputi segenap orang maupun golongan yang ada

dalam masyarakat yang dikuasainya.

Kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena

raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga

bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat dan kokoh,
seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan
tidak terbatas sehingga rakyat harus rela menyerahkan
hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja. Tokoh-tokoh
yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah Niccolo

Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel.

teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja

Louis XIV. Pada zaman modern model kekuasaan ini telah

ditinggalkan negara-negara di dunia, karena kedaulatan

raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak
terbatas (absolut), sewenang-wenang dan otoriter.

Penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal atau

berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap).

Mereka disebut penduduk karena orang-orang tersebut

lahir secara turun-temurun, berkembang dan besar di

dalam suatu negara tertentu.
-@
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Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara,
karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak
untuk membentuk negara. Rakyat adalah sekumpulan
atau keseluruhan orang yang berada dan berdiam dalam
suatu negara atau menjadi penghuni negara dan tunduk
pada kekuasan negara itu.

Perbaikan

1.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru
sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Lembaga ini adalah salah satu
pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C. Selanjutnya

Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang- Undang

Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara.

Sikap positif dalam mewujudkan prinsip-prinsip

kedaulatan rakyat di antaranya sebagai berikut.

a. Ikut aktif ambil bagian dalam kesempatan
pelaksanaan pembangunan nasional melalui wadah-
wadah organisasi kepemudaan atau profesi.
Setiap warga negara wajib menyukseskan
pelaksanaan pemilihan umum atas dasar langsung
umum bebas rahasia serta jujur dan adil untuk
memilih wakil rakyat.

Memanfaatkan media massa, sarana komunikasi,
dan sarana penerangan lain agar mampu menggugah
peran serta rakyat serta dapat berfungsi positif
terhadap upaya mengoptimalkan kesadaran
politik serta meningkatkan kualitas pelaksanaan
pemerintahan rakyat.

Berpartisipasi aktif dalam ikut menentukan APBN
melalui lembaga DPR.

Mewujudkan perekonomian rakyat berdasarkan
asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta,
dan BUMN, serta mampu bekerja sama di antara
pelaku ekonomi.

Memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk
kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menaati hukum atau peraturan yang berlaku di
masyarakat dan negara.

Mendukung program pembangunan pemerintah.
Ikut dalam usaha menciptakan ketertiban dan
kesejahteraan bersama.

j- Menghormati hasil musyawarah.

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala

pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 hasil amandemen yaitu meliputi Pasal-pasal

berikut.

Mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR [Pasal 5 Ayat (1)].

Menetapkan peraturan pemerintah[Pasal 5 ayat
@)1

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
negara (Pasal 17).

Membuat undang-undang bersama DPR [Pasal 20
Ayat (2)].

Mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) [Pasal 23
Ayat (2)].

Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara
berada di tangan raja, karena raja adalah wakil Tuhan
atau semacam diberi amanah dari Tuhan untuk berkuasa
atas rakyat dan berhak melakukan apa saja karena
menurutnya semua tindakannya itu sesuai dengan apa
yang dikehendaki Tuhan.
Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan
yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan
melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh
karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi,
bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengayaan
Kebijaksanaan guru.

Ulangan Akhir Semester

Pilihan Ganda

b.  gotong royong

Pembahasan:

“Trisila”(Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosio-

demokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”.

Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut

bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai

“Ekasila” (Satu Sila), merupakan sila: “Gotong-Royong”,

yaitu upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa

konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara

Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut berada

dalam kerangka “satu-kesatuan”, yang tidak terpisahkan

satu dengan lainnya.

d 1

Pembahasan:

Isi piagam Jakarta, yaitu sebagai berikut.

a.  Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.

c.  Persatuan Indonesia.

d.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.

e.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a.  dasar negara

Pembahasan:

Agenda sidang BPUPKI kedua (1016 Juli 1945) membahas

tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang

Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta

pendidikan dan pengajaran.

c. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950

Pembahasan:

Berikut ini konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang.

a.  Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 18 Agustus
1945 sampai 27 Desember 1949

b.  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat
1949 (UUD RIS 1949) berlaku 27 Desember 1949
sampai 17 Agustus 1950
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS
1950) berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 5 Juli 1959
sampai 19 Oktober 1999
Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
berlaku 19 Oktober 1999 sampai sekarang

a.  para menteri

Pembahasan:

Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

seorang wakil presiden dan para menterinya.

C. presiden dan wakil presiden, menteri, MA, dewan
pengawas keuangan

Pembahasan:

Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 yaitu

presiden dan wakil presiden, menteri, MA, dewan

pengawas keuangan

b.  munculnya praktik KKN

Pembahasan:

salah satu penyimpangan yang terjadi pada masa orde

baru adalah munculnya praktik KKN.

c.  parlementer

Pembahasan:

Salah satu penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi

pada periode 1945-1949 adalah keluarnya maklumat

pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah

sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.
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b.  pandangan hidup

Pembahasan:

Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu nilai Pancasila

merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan

bangsa dan negara.

a.  sebagai falsafah negara dan pandangan hidup

Pembahasan:

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki beberapa

keunggulan dibandingkan dengan ideologi negara

lain, salah satunya yaitu sebagai falsafah negara dan
pandangan hidup.

d.  bertindak egois sehingga menimbulkan perpecahan

Pembahasan:

Bertindak egois sehingga menimbulkan perpecahan

Tindakan egois dan ingin menang sendiri akan

menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.

b.  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pembahasan:

Dalam sila kemanusiaan adil dan beradab mengacu pada

persamaan HAM.

c.  menghormati orang yang sedang beribadah

Pembahasan:

Sila ini beruhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu

bermusyawarah dalam menyelesesaikan masalah. Berikut

contoh sikap yang mencerminkan di sila Keempat :
Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
Menghargai hasil musyawarah.
Tkut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan
pilkada.
Memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang
telah terpilih.
Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu
membawa aspirasi rakyat.
Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada
orang lain.
Menghormati dan menghargai pendapat orang
lain.
Berhati besar untuk menerima keputusan apapun
yang dihasilkan oleh musyawarah.
Bekerja sama untuk mempertanggung jawabkan
keputusan tersebut.

. terbuka

Pembahasan:

Ideologi terbuka merupakan ideologi yang mampu

mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis

atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang
merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri.

c.  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes
(fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari
satu tafsir

Pembahasan:

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya

perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

antara lain sebagai berikut.

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan kekuasaan yang sangat besar pada
Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan
legislatif, khususnya dalam membentuk undang-
undang.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes
(fleksibel), sehingga dapat menimbulkan lebih dari
satu tafsir (multitafsir).

Kedudukan penjelasan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sering kali diperlakukan
dan memiliki kekuatan hukum seperti pasal-pasal
(batang tubuh) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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d.  menentukan nasib sendiri
Pembahasan:
Kemerdekaan adal ah hak segal a bangsa, hal ini
mengandung arti bahwa setiap bangsa berhak menentukan
nasib sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa.
a.  menciptakan ketenteraman
Pembahasan:
Peraturan perundang-undangan nasional bagi warga
negara mempunyai arti penting karena sesuai dengan
hak-hak berikut.
a.  Memberikan rasa keadilan.
b.  Menciptakan ketertiban dan keamanan.
c.  Menciptakan hak-hak dan kewajiban.
d 4
Pembahasan:
Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut
Undang-Undang Dasar (Pasal 4).
a. BPUPKII
Pembahasan:
Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada
tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada
masa persidangan tersebut, BPUPKI membahas rumusan
dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan
dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara
yang akan dipakai Indonesia merdeka.

d.  menyempurnakan UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Pembahasan:

Adanya aturan peralihan dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk menyempurnakan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. legislatif

Pembahasan:

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan

kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan

beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli
nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan
tertinggi dan menujuk eksekutif.

b.  rakyat memegang kekuasaan tertinggi

Pembahasan:

Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa

pemerintahan negara tertuju pada rakyat yang memegang

kekuasaan tertinggi.

c¢.  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembahasan:

Landasan konstitusi Negara Indonesia adalah UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.  realita

Pembahasan:

Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi

sebagai berikut.

a.  Dimensirealita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada
ideologi itu yang mencerminkan kenyataan yang
hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir
atau muncul untuk pertama kalinya.

Dimensi idealisme, yaitu kualitas ideologi
yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu
memberikan harapan kepada berbagai kelompok
atau golongan masyarakat tentang masa depan
yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik
kehidupan bersama sehari-hari.

Dimensi fleksibelitas, yaitu kemampuan ideologi
dalam memengaruhi dan menyesuaikan diri dengan
perkembangan masyarakatnya. Memengaruhi di sini
artinya ialah ikut mewarnai proses perkembangan
zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu
sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya.

d.  melihat

Pembahasan:

Pada dasarnya istilah ideologi itu sendiri berasal dari

bahasa Yunani, yaitu idein yang bermakna melihat

l.l-®




26.
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a.  perikemanusiaan dan perikeadilan
Pembahasan:
alinea pertama berisi : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
d.  Herman Heller
Pembahasan:
Berikut ini pengertian konstitusi menurut pendapat para
pakar.
a.  Menurut C.F. Strong
Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang
mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari
yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah
dengan yang diperintah
Menurut E.C.5.Wade dan G.Philips
Konstitusi adalah naskah yang memaparkan
rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-
pokok cara kerja badan-badan tersebut
Menurut Herman Heller
Konstitusi adalah undang-undang dasar yang
bersifat lebih luas mencakup bidang yuridis/
hukum, politik/negara, dan sosiologis/kehidupan
masyarakat.
Menurut K.C.Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan
dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-
peraturan yang membentuk dan mengatur atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara
Menurut Usep Ranawijaya
Konstitusi dalam arti luas mencakup segala
ketentuan keorganisasian negara, sedangkan dalam
arti sempit adalah dokumen pokok yang berisi
aturan mengenai susunan kenegaraan dan cara
kerjanya.
d. (1),(2),dan (3)
Pembahasan:
Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu sebagai
berikut.
a. Memberi arah yang mantap menuju tujuan
masyarakat.
Membentuk identitas bangsa.
Guna mengatasi berbagai konflik dan ketegangan
sosial.
Memperdalam dinding pemisah dari berbagai
keanekaragaman kehidupan.
mengendalikan tingkah laku masyarakat
Pembahasan:
Norma hukum sebagai kaidah hukum bermasyarakat
dan bernegara dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak
tertulis.
c 3
Pembahasan:
Pokok pikiran ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan
rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/
perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara
yang terbentuk dalam undang-undang dasar haruslah
berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar
permusyawaratan/perwakilan.
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Isian

perjanjian luhur bangsa

pedoman menjalankan pemerintahan negara

3

fleksibel

17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959

keempat

seluruh rakyat

3

permanen

kekuasaan pemerintah

Uraian

Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung
konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk
dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/
perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan
sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran
kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan
adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini
merupakan penjabaran sila ke empat Pancasila.
Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara
yang memegang kekuasaan kehakiman di samping
sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.. Mahkamah
Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari
semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melakukan
tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan
pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini
berarti kekuasaan seorang hakim bebas merdeka tidak
terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim mempunyai
kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan
perundangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau
dipengaruhi oleh pihak lain, demi tegaknya hukum dan
keadilan.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU
berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut.

Mandiri

Jujur

Adil

Kepastian hukum

Tertib penyelenggara pemilihan umum
Kepentingan umum

Keterbukaan

Proporsionalitas

Profesionalitas

Akuntabilitas

Efisiensi

1. Efektivitas

Istilah dari ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri
atas dua kata, yaitu “idea” serta “logi”. Idea itu berarti
melihat(idean), sedangkan logi itu berasal dari kata
“logos” yang berarti pengetahuan/teori. Jadi, ideologi
itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam
pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi
tersebut bisa juga diartikan ialah sebagai suatu kumpulan
konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas, pendapat
(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk
sebagai kelangsungan hidup.
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Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi
harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang
berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain,
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan
bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran
baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan
atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-
nilai dasarnya.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru sebagai hasil
perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat
mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas
dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Lembaga ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.
Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang,
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri dari
seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan
anggota Komisi Yudisial selama 5 (lima) tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa
jabatan

Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereiniteit)

merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus

bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber
pada rasa keadilan pan kesadaran hukum. Berdasarkan
teori ini suatu negara diharapkan menjadi Negara hukum,
artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat
harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut tecri
ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg.

Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika

menggunakan tecri kedaulatan hukum.

Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai

berikut.

a.  Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

Membahas rancangan undang-undang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta pengembangan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan
kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang itu di atas, serta menyampaikan hasil
pengawasan kepada DPR.

Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas
yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak
memberikan pertimbangan mengenai rancangan
undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan
agama.

Lingkungan bangsa dan negara, sebagai berikut.

a. Hargai dan hormati orang lain yang berbeda
agama.

b.  Merayakan hari besar suatu agama.

c.  Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat
beragama.

Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang

mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan

ditaati oleh rakyat dalam Negara itu maupun negara-

negara lain.

Perbaikan

1.
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Dalam sekolah, sebagai berikut.

a.  Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah

b.  Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan
baik

c¢.  Mengembangkan sikap sadar dan rasional

Dalam diri pribadi, sebagai berikut.

a.  Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang
lain

b.  Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku

c.  Tidak main hakim sendiri

Dalam keluarga, sebagai berikut.

a.  Taat dan patuh terhadap orang tua

b.  Ada keterbukaan terhadap permasalahan yang
dihadapi

c.  Memiliki etika terhadap sesama anggota keluarga

d.  Mengembangkan sikap sportif

Sikap positif adalah perwujudan nyata dari suatu pikiran

terutama memperhatikan hal-hal yang baik.

Konstitusi menjamin hak-hak inti manusia dan warga

Negara sekaligus batas-batas hak dan kewajiban warga

Negara dan alat-alat pemerintahannya

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah salah

satu negara kesatuan yang mana pemerintah pusat dalam

negera tersebut memegang seluruh pemerintahan (semua
bidang), sedangkan daerahnya hanya melaksanakan
program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori

kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi: “.....susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan
pula dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 hasil Dekrit 5 Juli 1959 atau

sebelum perubahan yang berbunyi: “Kedaulatan adalah

di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat”. Menurut pasal tersebut maka

MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia sebagai

satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat

sepenuhnya.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin adalah sebagai

berikut.

a. Bentuk pemerintahan pada masa demokrasi
terpimpin, Ir. Soekamo sebagai Presiden dan
Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan
Kabinet Kerja.

Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan
Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri
dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-
utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
Pembentukkan DPR sementara berdasarkan
penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang diketuai
oleh Presiden dengan 45 orang anggotanya.
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Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan . Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya
Presiden No.13 tahun 1959. Tepat pada tanggal perubahan (amandemen) terhadapUUD Negara Republik
31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah Indonesia Tahun 1945. Latar belakang tuntutan perubahan
sebagai berikut. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain
1)  Menyelesaikan Revolusi Nasional karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di
2) Melaksanakan pembangunan semesta tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan
nasional rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden,
3)  Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat
RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD
PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentangsemangat
mencapai tujuan politiknya. penyelenggara negara yang belum cukup didukung
Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada ketentuan konstitusi.
5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No.3 . Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan
tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan
sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No.4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak
tahun 1960 Presiden membentuk DPRGR yang berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
Pengayaan
Kebijaksanaan guru.
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